
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 3 TAHUN 1992 SERI B No. 2 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 12 TAHUN 1991 

TENTAl\ G 

USAI-IA SALON KECANTIKAN 

DENGAN RAJ-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPAIA DAERAl-1 TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang a . bahwa Salon Kecantikan merupakan salah satu 
sarana kebutuhan masyarakat, maka penyeleng
garaan dan pengusahaannya perlu diarur, dia,,•asi 

·-

dan dibina; 
b. bahwa penggunaan kosmetik dan alat kesehatan 

yang tidak tepat dan terarah pada Salon Kecantikan 
dapat merugikan konsumen; 

c. bahwa keberadaan Salon Kecantikan n1an1 pu 
meningkatkan pcndapatan n1asyarakat dan dapat 
mcnunjang pcningkarnn pcndnp.,tan n~ll dncrah; 

<.I. bahwa sch11h1111gan dcngan hal tcrschut dlntas n,aka 
pcrlu diatur d.alam Pcr;uur.111 Daer.th K;,hupatcn 
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Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Usaha Sa 
Kecantikan. Ion 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tent 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; ang 

2. ·undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan 
Pembentukan ·Daerah-daerah Kabupaten dafa g 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; m 

3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantio) 
Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah 
dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 

4. Undang-undangNomor 12/Drt. Tahun 1957tent~ng 
Peraturan Umum Retribusi Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Pokok-pokok Kesehatan; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/ 
Per/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kos
metika dan Alat Kesehatan; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Men 
kes/Per/IX/1983 tentang Bahan Kosmetika danZat 
Wama Kosmetika; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men 
Kes/Per/V/1985 tentang Zat Wama Tertentu Yang 
Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya; 

9. Pera tu ran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja"ra 
Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyer~; 
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepan 
sataan Kepada Daerah Tingkat 11; 

11 
10 h T'ngkat . Pcraturan Daerah Kabupaten Daera 1 • 1;u1 

Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pe~g~:;cri 
Pengangkatan dan Pcn1bcrhentian Pcgawa atcll 
s· ·1 S b · · h 1G1ht1P1 

1P• e agai Penyidik pada Pcn1cnnta 
Dacrah Tingkat II Sukoharjo; ti 

Ti 1E!kt1l 
11. Pcraturan Dacrah Kabupaten Dacrah 'c,ittl~!111 

Sukoharjo No. 19 Taln1n J 986 tcntang Pclll~ hVi:;,c:• 
Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Dinas p,ar 
Kahupatcn Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo; vacf1lh 

Dcngan pcrsctujuan Dewan Pcwakilan R;1ky3
' 

Kabupatcn Dacrah Tingkat II Sukoharjo. 
I 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KAJ3UPATEN DAERAH 
TINGKATI II SUKOHARJO TENTANG USAHA SALON 
KECANTIKAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

_ b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; . 

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabu
paten Sukoharjo. 

g. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekrctariat 
Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

h. Usaha Salon Kecantikan adalah usaha yang kegiatan
nya meliputi tata rias muka, tata rambut, tata busana 
dan Jain-Jain dalam kaitannya dengan pemcllharaan 
kccantikan yang bersifat komcrsHI clan terbu ka 
untuk umum, usaha rias dan busana bagi upncara 
pcrnikahan scrta kcgJatan rradlslonal lninnya; 

i. Pcngusaha adaJah orang atau badan yang n1clakukan 
usaha salon kccantikan; 
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j. IJio adalah ljln usaha sal:on kecantlkan; 

k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupatcn D 
Tingkat II Sukohatjo. aerah 

BAB 11 

PERIJINAN 
Pasal 2 

Scriap pengusaha yang akan menyelenggarakan saJon kccantikJn di 
l<Abupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo harus mendapatkan ijin d.ui 
Bupati Kcpala Dacrah; 

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal lnJ ~ng 
her ·angkutan harus mengajukan permohonan secara tcrtull · kcpaclJ 
Bupati Kcpala Daerah melalui Dinas Pariwisata. 

Permohonan ~ebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilarnpiri p<:r· 
~yaratan scbagai bcrikut : l 
a. fot Copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Kcterangan da ri 

Pcmohon; 

b . Fot Copy Scrtifikat tcnaga ahli. 
c. ljin Tcmpat U aha bcrdasarkan Undang-undang ganggu;in (HO); 

cl. , am bar denah ruang tern pat usaha; 
t:. l'cn;_ ·aratan lain yang ditentukan oleh Bupati Kcpala Dacrah. 

PasaJ 3 
ohon.111 I 

~-upari Kc~ala DaeraJ1 dapat mengabulkan atau n1cnolak pe":eoh irJ 

•Jtn cb.1grun1ana dirnaksud dalan1 Pasal 2 ayac ( 1) Pera cu ran D Din-i• , 
·etelah mendapat pertimbahgan dari Dina Pariwisaca dan 
K ehatan. 

(2) 
J ;&\ Jf 

t lntuk rntmberik.an peni1nhangan ·chagain1ana dinH•~·ud .tbP: fr·' 

( 1) 

(2) 

(1 p~ ·,I lnl 1 tcrlebih dahulu n1engadakan pcnclician aJ,ulnl r ' 
td1m , ' a,, l· k l ·••,h • " tt:n1pat u aha a tau ren ana t ·rnpac u · · 

ljin y.ing di~ ·luarka11 b . f· k , I· . t r a ll l'!,l ,ltll,l 
lcn,au,•,ku tan ,n ~t ,111 ht·rjalan . 

Tcrhaua11 ijin ... ,. ,,,. . . 1 1 
>, .. 1 

_1 • • ...... .ll•ga m r111a di1H ~•ksud d :, .uu •1 ... 
uala ul ~m n ·ndaft ·tr· I I ·• ,I . ,. • an u an>4 ~e1iap 5 (11,u;a) ta nan • t.:"-• 
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(3) Jjin tidak dapat dipindahtangankan. 

BAB Ill 
PENCABUTAN IJIN DAN PENUTUPAN TEMPA.T USAHA 

·, Pasal 5 

Ijin dapat dicabut dan tempat usaha dapat ditutup 
apabila pengusaha : 

a. Tidak mengajukan daftar ulang setelah 3 (tiga) kali 
diperingatkan; · 

b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin; 

c. Menyatakan menghentikan usahanya; 

d. Memperoleh ijin secara tidak sah. 

Pasal 6 

Tata cara pencabutan ijin dan penutupan tempat usaha 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Sebelum diadakan pencabutan ijin dan penutupan 
tempat usaha, pengusaha yang bersangkutan diberi 
peringatan dengan mencantumkan alasan-alasan
nya; 

b. Apabila peringatan tersebut tetap tidak diper
hatikan/ diindahkan oleh yang bersangkutan, maka 
ijin dicabut dan dilakukan penutupan tempat usaha. 

BAB IV 
KETENTIJAN TEMPAT USAHA 

Pasal 7 

Tern pat usaha salon kecantikan sebagalmana dimaksud 
pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus 
memenuhl persyaratan tempat sebagai berlkut: 

a. Memenuhi syarat sanitasi tempat-tempat umum; 

b. Ruangan diatur sede~ikian rupa sehingga 
memenuhi etika dan estet1ka; 

d t nggu dan fasilitas yang cukup c. Terse ia ruang u 
memadai. 
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e.. . ~tu:m 

- .. ~-1 em ::L "'1I1 _ ~ertl! t1L1! 
sa1 n k-ecantik:a:n_ 

Q 

Pen gt1-:i.ha cWaran un tu - : 

b. 

C. 

d. 

. telaku kan •egi tan usaha yan ti 
Peraturan Daerah ini. 

• ~u:ti den~ 1n 

. 
Mempeketjakan lcuyawan . cawati yang mempuni: 
yang sedang sakit menurut sifatnya cb.pat men1b1h- • 
umum; 

~1eng_gunakan k~metika arau ~ 1aran ,-:u1 
~- ~~ . di):tr.lll~ 

r · t tch 

mcnggunakan kesempatan unruk melJ.k.7.1k:1.n 
gar kesu .. ila.a.n. 

I\\! 111 
r-ut ' •1 • pt::rbu;h. . 
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BAB VI 
KLASIFIKASI DAN PUNGUTAN RETRJBUSI 

Pasal 10 • 

(1) Penyelenggaraan salon kecantikan diklasifikan berdasarkan ripe-tipe 
sebagai berikut : 

- TipeA - TipeC 

1 • - Tipe B - Tipe D 

• (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati 
: Kepala Daerah; 

Pasal 11 

(1) Setiap ijin baru dikenakan retribusi sebagai beri.kut: 
Tipe A seb_esar Rp. 60.000,00 Tipe C Sebesar Rp. 30.000,00 

. Tipe B sebesar Rp. 40.000,00 Tipe D sebesar Rp. 15.000,00 
: (2) Setiap daftar ulang dikenakan retribusi sebagai berikut: 

Tipe A sebesar Rp. 20.000,00 Tipe C sebesar Rp. 10.000,00 
Tipe B sebesar Rp. 15.000,00 Tipe D sebesar Rp. 5.000,00 

BAB VII 
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat 
(2). Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata. 

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan Daerah ini dilakukan saat pengusaha yang bcrsangkutan 
menerima ijin. 

(3) Seluruh retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini 
disetor kc Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo scsusai 
dcngan peraturan yang berlaku. · 

BAB VIII 
PELAKSANMN, PEMl3INAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini discrahkan kcpada Dinas Pariwisata. 
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(2) Pcnga\\tasan tcknls Pcraturan Dacrah inJ diserahkan kepada Dina.\ 

Kcschatan. 
(3) Pc,nblnaan Salon Kccantikan discrahkan kepada Dina.s Parlwisata dan 

Ocparte1ncn Pendldikan dan Kcbudayaan. 

(4) Pcngawasan atas pclaksanaan Pcraturan Dacrah inl diserahkan kepada 
· Bagian 1-lukum. 

Pasat·t4 

Untuk n1enunjang kegiatan operasional dan pengawasanya diberikan biaya 
opcrasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala 
Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

BAB IX 

PENYIDIKAN 

Pasal 1S 

Selain Pcjabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, pcnyldikan a~ 
pclanggaran Peraturan Daerah inl dapat juga dilakukan olch Pcnyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Dacrah Tlngka~ 
11 Sukohatjo yang pengangkatan dan kewenangannya ditctapkan sesull 
dengan peraturan peru_ndang-undangan yang berlaku. 

BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 16 
-~ .. I l' 

( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat ( t) Pasal 9 dan p~ • 
ayat ( 4) Pcraturan Darah lnl dlancam dengan pldana kurungiu, sel~~:i 
la~anya 3 (tiga) bulan atau denda setlnggl-tlngglnya Rp. ~o.00( ' 
(l1ma pu!uh ribu rupiah). 

(2) Tindak nldan· ·h l . . l hll '1di11Jll ' •· a sc aga 1uana dunaksud d:,l:un nyut (I) Pu~a 
pclanggaran. 
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BAB XI 

KETEN11JAN PERALIHAN 

Pasal 17 

semua usaha salon kecantikan yang telah ada sebelum bcrlakunya Per
aturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ter
hltung mulai berlakunya Peraturan Daerah inJ harus sudah menyesuaikan 

,, dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah inJ. 
'I 

BAB XII 

KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 18 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inJ sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 19 

1 
Peraturan Dareah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

r Agar supaya sedap orang dapat inengetahuinya, memerintahkan pengun
~ dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
a Daerah Kabu(?aten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Ditetapkan di : SUKOHARJO 

Pada tanggal 17 Oktober 1991 

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
MBUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

SUKOHARJO 
KETIJA 

cap ttd cap ttd 

DJOKO WALUJO, BA Ors. SE1YAWAN SADONO 
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DISAHKAN 
Dengan Kcputusan Gubcmur 

Kcpala Daerah Tingkat I Jawa Tcngah 
Nomor: 188.3/454/199 

Tanggal : 12 Desember 1991 

An. SEKRETARIS WllA YAH / DAERAH 
TINGKAT IJAWA TENGAH 

Kepala Biro Hukum, 

cap ttd 

SARDJITO, SH 

NIP. 500034373 

68 

Diundangkan dalam Lembaran 0 aerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar' 

Nomor: 3 Th. 1992 Seri B No. 2 
10 

Pada tanggal : 22 Januari 1992 

Pj. SEKRETARJS WILAYAH / DAERAH 

cap ttd 

·ors. BAMBANG SOETEDJ0 

NIP. 010 056 240 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SUKOHARJO 

NOMOR: 12 TAHUN 1991 

TENTANG 

USAHA SALON KECANTIKAN 

I. Penjelasan Umum 

Salon kecantikan dewasa ini telah berkembang menjadi salah 
satu sarana kebutuhan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo, tidak saja di kota-kota tetapi•juga sampal dipelosok pedesa
an. Usaha salon kecantikan temyata merupakan lapangan kerja baru 
yang ilrut mendukung penlngkatan pe~dapatan masyarakat. 

Ditinjau dari segi b udaya, kegiatan salon kecantikan juga 
merupakan upaya meluhurkan dan melestarikan tradisi tata rias dan 
tata busana tradisional yang berkepribadian Indonesia. 
Lebih dari itu merupakan asset kepariwisataan yang menjadi salah satu 
sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka perlu diatur me
ngenai tata tertib penyelenggaraan usaha salon kecantikan dalam 
Peraturan Daerah. 

II. Penjelasan Pasal demi pasal. 
Pasal Cukup jelas. 

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas. 

Pasal 2 ayat (3) b 

Pasal 2 ayat (3) cs/de 

Pasal 3 s/d 5 
Pasal 6 

Dalam setiap salon kecantikan 
harus ada sekurang-kurangnya sc
orang penanggung jawab, yaitu 
ahll kecantlkan mcmilikJ sertifikat 
yang diterbltkan oleh Pemcrintah. 

Cukup jclas. 

Cukup Jclas. 

Untuk pcnutupan tcn1pnt usaha 
salon kccantikan yang tidak n1e-
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Pasal 8 a s/d/ g 

Pasal 8 h 

Pasal 9 

Pasal 10 ayat (1) 

• 70 

'milild i j in, tata cara J>enutu 
mengikuti ketentuan pasa] ~ 
Yang dirnaksu~ dalam memenuhi 
syarat sanitasa tempat • tem 

Pat 
umum yaitu : penyediaan air her. 
sih. 

· Cukup jelas. 

: Pemeriksaan dilaksanakan atas 
saran Dinas Kesehatan. 

: Cukup jelas. 

: Selain pungutan tersebut, peng
usaha dikenakan pungutan HO 
clan uang leges. 

- Salon kecantikan tipe A yaitu 
salon kecantikan kulit clan ram
but ( beauty center) yangmem
~eri pelayanan perawatan 
lengkap baik manual preparatif, 
aperatif dan dekoratif, ditam· 
bah perawatan khsusu seperti 
abesitas, diet dan senam. A]at 
kecantikan ( alat Ustrik) yang 
digunakan lebih dari empat 
jenis. 

- Salon kecantikan tipe B, yaitu 
salon kecantikan yang mern· 
berikan pelayanan kecantik'11 
kulit clan rambut dengan c: 
perawatan manual, prep~,; 
dekoratif dan aperatlf. 
kecantlkan ( alat listrik) Y~: 
digu nakan masih terbatas 1 • 
sederhana kurang darl t 8 

Jenls alat llstrlk. yalf\J 
- Salon kecantikan ripe C, mefll• 

salon kecantikan yang 
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Pasal 11 

PasaJ 12 s/d 19_ 

. 1 

berik.an lebih dari satu macam 
pelayanan (kecantikan ku lit dan 
kecanti.kan ram but) baik secant 

manual, preparatif dan deker 
ratif untuk kulit/rarnbut }~g 
sehat dan yang terdapat 
kelainan. 

- SaJon kecantikan ripe D, yairu 
salon kecantikan yang mem
berikan pelayanan perawa tan 
sederhana (dasar) manual. 
preparatif, dekoratif dan hanya 
unruk saru jenis pelayanan (tata 
kecan tikan kulit a tau ta ta kecan
tikan rambut). · 

Yang dimaksud perawatan : 

- ~1anual : yairu pera'9.-atan ke
cantikan k~lit, rambut terutama 
dengan n1engguna.kan tangan 
tanpa peraJat;m lain. 

- Preparatif : yaitu pera'9.,atan 
kecantikan dengan mengguna
kan bahan kosmetika. 

- Aparatif : yaitu perav-ratan ke
cantikan kulit/rambut dengan 
menggunakan peralatan listrik. 

- Dekoratlf : yaitu pera·watan 
kecantlkan dengan tata rlas 
wajah ( make up ) clan rambut. 

Ketenruan yang mengarur menge
nai penyetoran retrlbusl bcrlak-u 
Kepurusan Mentcri Dalan1 Negeri 
Nomor : 900.893 Tahun 1980 ten
tang Manual Adn1inistrasi Keuang

an Dacrah. 

Cukup jelas. 
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